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This study aims to analyze the performance between the district and city 
governments in the region of Central Java prosinsi using self-sufficiency ratio, the 
ratio of effectiveness, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratios. This 
research method is descriptive qualitative method with a population of the district 
administration and municipal governments in Central Java in 2010-2014. The 
sampling technique in this study using pusposive Sampling. 
The results show: Banyuwangi and Tegal has the highest self-sufficiency 
ratio. And Blora Regency and Pekalongan lowest. Effectiveness Ratio, Kendal 
regency, Pati regency is the highest position and Tegal regency and Surakarta are 
at the lowest position. The efficiency ratio, Wonosobo regency and city of 
Magelang is the highest position while Boyolali, and Pekalongan city is at its 
lowest position. Activity ratio, Pati and Demak is the highest position while 
Banyumas and Tegal are at the lowest position. The ratio of growth, 
Banjarnegara district and Pekalongan is the highest position, while Surakarta 
and Surakarta are at the lowest position. 
 
 
Keywords: independence, effectiveness, efficiency, expenditure, spending growth, 
















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja antara pemerintah 
kabupaten dengan pemerintah kota di wilayah prosinsi Jawa Tengah dengan 
menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, 
dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan populasi pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah 
tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode Pusposive Sampling. 
Hasil pengujian menunjukkan: Kabupaten Banyuwangi dan Kota Tegal 
memiliki rasio kemandirian paling tinggi. Dan Kabupaten Blora dan Kota 
Pekalongan paling rendah. Rasio Efektivitas, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati 
berada pada posisi tertinggi dan Kabupaten tegal dan Kota Surakarta berada pada 
posisi terendah. Rasio Efisiensi, Kabupaten Wonosobo dan kota Magelang berada 
pada posisi tertinggi sedangkan Kabupaten Boyolali, dan kota Pekalongan berada 
pada posisi terendah. Rasio aktivitas, kabupaten Pati dan Kabupaten Demak 
berada pada posisi tertinggi sedangkan kabupaten Banyumas dan Kota Tegal 
berada pada posisi terendah. Rasio pertumbuhan, kabupaten Banjarnegara dan 
Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi, sedangkan Kabupaten Semarang 
dan Kota Surakarta berada pada posisi terendah. 
 
 
Kata kunci: kemandirian, efektivitas, efisiensi, belanja rutin, belanja pertumbuhan, 
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1.1. Latar Belakang 
 Pemerintah daerah dewasa ini berkeinginan untuk memberikan pelayanan 
yang lebih berorientasi pada kepuasan serta kebutuhan dan keinginan rakyat 
mengenai kinerja Pemerintah daerah yang semakin besar dan kritis terutama 
semenjak reformasi. Pemerintah telah melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR 
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, 
Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan. 
 Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidakmerataan 
pembangunan yang berjalan menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan 
terhambatnya kreatifitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya 
masing-masing. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah 
daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing.  
Dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Sehingga penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kedua 
undang-undang tersebut.  Kemudian UU No. 22 tahuhn 1999 diperbarui dengan 
diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.  
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang telah 





Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah munculah hak dan kewajiban 
daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan daerah. Maksudnya adalah subsistem dari sistem 
pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah.  
Kedua undang-undang tersebut mengandung penekanan bahwa adanya 
proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera 
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,  
sehingga diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik oleh pemerintah. 
Selain itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 
daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan 
pemerintahan.  
Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab merupakan pilar dari 
sistem otonomi di Indonesia. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip 
bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang, dan kewajiban senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh 
hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan 
demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah 
lainnya (Haryanto dkk, 2007: 18). 
Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan 





berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerah, 
baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan 
secara optimal maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan 
kewajiban. Kinerja keuangan pemerintah juga daerah dapat dilihat dari 
keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut. 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi tolok ukur pemerintah 
daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan pelaksanaan 
tugas pembangunan. Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan kepada 
pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam 
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu 
tertentu.  
Pemerintah daerah dalam berupaya meningkatkan kinerja keuangannya 
menggunakan konsep value for money yang dimana mengandung pengertian 
konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen 
utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini menjadi tuntutan dari 
masyarakat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber 
keuangan asli daerah dengan baik. 
Menurut UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten 
merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang lebih kecil dari 
Provinsi dan dipimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah 
administratif setelah provinsi adalah kota. Kota adalah satuan administrasi negara 





oleh Walikota. Secara umum, baik kabupaten maupun kota memiliki wewenang 
yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi,maka Bupati atau Wali Kota 
tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. 
Dilihat dari segi wilayah, pemerintah daerah kabupaten relatif lebih luas 
daripada wilayah kota. Sehingga, di wilayah kabupaten banyak terdapat desa 
tertinggal, dan untuk menjangkau pemerataan pembangunan dibutuhkan anggaran 
yang lebih besar. Dari segi kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten 
lebih rendah daripada kota. Kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap 
penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan masalah-
masalah sosial. 
Dilihat dari aspek mata pencaharian penduduk, penduduk kabupaten 
umumnya bergerak di bidang pertanian atau bersifat agraris, sementara penduduk 
perkotaan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Dalam pembuatan 
kebijakan pembangunan daerah, prioritas di pemerintah daerah kabupaten akan 
berbeda dengan pemerintah kota. Menurut Halim (2004: 190) rata-rata Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten lebih rendah daripada PDRB di 
kota. PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diprosuksi wilayah tertentu 
dalam kurun waktu tertentu. Hal ini berimplikasi pada Sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.  
Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kabo (1998) 
dalam Susantih dan Saftiana (2007), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak 





cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan 
inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata 
kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. 
Musgrave dan Musgrave (1993) dalam Susantih dan Saftiana (2007) 
mengemukakan bahwa pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana 
bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal 
yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin 
besar. Tatanan dari pemerintah pusat yang mengarah pada diperluasnya otonomi 
daerah menuntut kemandirian daerah di dalam mengatur rumah tangganya sendiri.  
Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan 
untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja 
pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 
keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 
memperbaiki komunikasi kelembagaan.  
Mardiasmo (2007) juga menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah 
dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang telah banyak 
digunakan untuk menilai kinerja lembaga yang bersifat profit oriented maupun 
lembaga yang bersifat non profit oriented. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan incremental budget 
dimana masing-masing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung 
dengan meningkatkan sejumlah prosesntase tertentu dan mengabaikan rasio 





Analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk: 
1. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi 
daerah. 
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 
pendapatan daerahnya. 
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 
pendapatan daerah. 
5. Melihat pertumbuhan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 
yang dilakukan selama satu periode tertentu. 
Government Accounting Standard Board (GSAB) dalam concept 
statements no. 2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indicator, 
yaitu: (1) indicator pengukuran service efforts; (2) indicator pengukuran service 
accomplishment; dan (3) indicator yang memghubungkan antara efforts dengan 
accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Disampaikan 
juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja. Pengukuran ini 
melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah sudah 
memenuhi tujuan dan efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan tersebut 
(Hendraryadi, 2011). 
Sedangkan evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan memberikan 





diketahui bagaimana pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai 
dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan 
program atau kegiatan yang akan datang.  
Parker (1996) dalam Suradjito (2000) menyebutkan terdapat lima manfaat 
dengan adanya pengukuran kinerja yaitu: (1) pengukuran kinerja mampu 
meningkatkan mutu pengambilan keputusan; (2) pengukuran kinerja mampu 
meningkatkan akuntabilitas internal; (3) pengukuran kinerja meningkatkan 
akuntabilitas public; (4) pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan 
penetapan tujuan; (5) pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk 
menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. 
Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang 
berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara 
untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan 
dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai 
pencapaian hasil yang diperoleh.  
Saputra, Suwendra, dan Yudiatmaja (2016) melakukan analisis kinerja 
keuangan pemerintah di Kabupaten Jembrana menggunakan rasio derajat 
desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan 
pendapatan. Hasil dari penelitian ini adalah derajat desentralisasi pada kabupaten 
Jembrana masih dinyatakan kurang, karena kemampuan pemerintah daerah dalam 





kemandiriannya juga kurang. Namun, tingkat pertumbuhan pendapatannya 
dinyatakan positif, karena selalu mengalami peningkatan pendapatan. 
Dharmawati dan Irmadariyani (2016) melakukan analisis rasio keuangan 
dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi 
menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Hasil penelitian tersebut 
menyatakan bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah Banyuwangi cukup 
rendah. Dikarenakan pemerintah daerah belum efektif dalam melaksanakan 
kemandirian daerahnya. Meskipun begitu, rasio efektivitas pemerintah 
Banyuwangi tinggi, terbukti dengan sudah mencapainya PAD melebihi batas yang 
ditargetkan pemerintah daerah. 
Rahman, Naukoko, dan Londoh (2014) melakukan analisis perbandingan 
kemampuan keuangan daerah propinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan rasio 
kemandirian, rasio desentralisasi, derajat fiskal, kemampuan, index rutin, dan 
pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan kinerja 
keuangan antara Kota Manado dengan Kota Bitung karena berdasarkan hasil dari 
beberapa analisis rasio menunjukkan hasil amat rendah.  
Dewi (2015) melakukan penelitian dengan hasil bahwa tingkat 
kemandirian di Bukittinggi masih rendah, karena peran pemerintah pusat lebih 
dominan. Pada rasio efektivitas kurang efektif, dan dapat dikatakan kurang 
mendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dari tingkat efisiensinya, telah 
mampu menjalankan tugas secara efisien terbukti dengan perubahan yang terjadi 





pertumbuhan menggambarkan tergolong mampu dan meningkatkan keberhasilan 
dari setiap periode dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah. 
Wakhyudi dan Tarunasari (2013) melakukan penelitian untuk mengukur 
Kinerja keuangan pemerintah daerah malalui rasio keuangan, antara lain rasio 
kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, 
dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini rasio kemandirian dinyatakan 
rendah karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. 
Sedangkan untuk rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan 
terbukti dengan pemerintah daerah mulai adanya pembangunan sarana dan 
prasana. Sementara itu rasio efektivitas dan efisiensinya dinyatakan stabil. 
Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) melakukan penelitian mengenai 
kinerja keuangan pemerintah daerah se-Indonesia dengan menggunakan rasio 
kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan pemerintah 
propinsi se-Indonesia dilihat dari rasio kemandirian, efektivitas, dan aktivitas. 
Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja 
keuangan dilihat dari rasio efisiensi dan pertumbuhan.  
Magdalena dan Kurniawan (2013) melakukan penelitian mengenai 
indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dengan 
menggunakan rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas dan 
keserasian kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 





Sulianti dan Ika (2012) melakukan penelitian mengenai perbandingan 
kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah di DIY dengan 
menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio kemandirian. Hasil 
penelitian tersebut menyatakan bahwa rata-rata rasio efisiensi pada masa sebelum 
dan sesudah otonomi daerah menunjukkan tidak adanya perbedaan. Begitu pula 
pada rasio efektivitas yang ternyata tidak ada perbedaan tingkat efektivitasnya. 
Namun, berbeda dengan tingkat kemandirian yang dinyatakan bahwa adanya 
tingkat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah otonomi. 
Bisma dan Susanto (2010) melakukan evaluasi kinerja keuangan 
menggunakan lima rasio keuangan diantaranya rasio kemandirian, rasio 
ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. 
Penelitian ini menyatakan tingkat kemandirian masih sangat kurang karena masih 
memiliki ketergantungan yang cukup tinggi. Hal ini karena PAD maupun sumber 
penadapatan lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan 
daerah. Sedangkan pada desentralisasi fiskal dan efisiensi yang dinyatakan cukup 
bahkan sangat efektif. Namun tidak efisien pada tingkat efisiensi. 
Riani dan Kaluge (2008) melakukan penelitian tentang analisis 
perbandingan kinerja keuangan daerah pemerkaran di daerah Papua. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 
sesudah pemekaran.  
Susantih dan Saftiana (2007) melakukan perbandingan indikator kinerja 





tiga indikator kinerja. Yaitu kemandirian keuangan daerah, efektivitas, dan 
efisiensi keuangan daerah. Kemandirian dalam hal ini menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Pada 
penelitian ini pemerintah propinsi se-Sumatera bagian selatan dinyatakan masuk 
dalam klasifikasi cukup sedangkan tingkat efektivitasnya berfluktuasi, artinya 
nilai efektifitasnya tidak selalu naik atau turun.  
Penelitian ini dilakukan berdasarkan research gap dari penelitian 
sebelumnya yaitu penelitian Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) menunjukkan 
hasil bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan se-Indonesia dilihat dari 
rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Magdalena dan Kurniawan (2013) 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari ketiga 
rasio tersebut.  
Selain itu, terdapat gap dalam penelitian Dwijayanti dan Rusherlistyanti 
(2013) yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 
dilihat dari rasio efisiensi dan pertumbuhan.  Berdasarkan research gap yang telah 
diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa 
Tengah Kota Tahun 2010-2014”. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Otonomi daerah dapat membuka jalan yang luasbagi pemerintah untuk 
melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, ekonomis, 





daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menunjukkan kinerja 
pemerintah yang baik pula.  
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengan melakukan 
analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio dilakukan untuk melihat 
adakah kecenderungan yang terjadi dengan cara membandingkan hasil yang 
dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dapat juga membandingkan 
antara rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan 
pemerintah daerah yang lain.  
Pemilihan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebagai objek 
penelitian dikarenakan pertumbuhan ekonomi antara wilayah kabupaten dengan 
wilayah kota tidak merata. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah setiap 
wilayahpun berbeda-beda. Pemerintah daerah cenderung memiliki tingkat 
ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membangun sarana 
dan prasarana.  
1.3. Batasan Masalah 
Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah 
pemecahan masalah yaitu: 
1. Laporan keuangan APBD yang diamati adalah Laporan Keuangan 






2. Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini hanya diukur dengan 
menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 
3. Daerah yang diamati adalah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas maka 
permasalahan dari penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah 
kota se-Jawa Tengah dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, 
rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tahun 2010-
2014? 
2. Bagaimana rata-rata kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014?  
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota se-Jawa Tengah berdasarkan rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dari 
tahun 2010-2014. 
2. Untuk menganalisis rata-rata kinerja keuangan pemerintah Kabupaten 






1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak yaitu: 
1. Bagi Akademisi 
Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta sebagai 
bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian 
yang sama. 
2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam 
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas 
pemerintah dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan 
daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan 
daerah secara objektif. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
 Terlampir  
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan 








Bab 1 : PENDAHULUAN 
 Merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan 
penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 
Bab II : LANDASAN TEORI 
Memaparkan tentang landasan teori. Bab ini membahas tentang 
kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir. 
Bab III : METODE PENELITIAN 
Metodologi Penelitian, membahas tentang jenis penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 
variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik analisis data. 
Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Merupakan bagian analisis dan pembahasan. Dalam bab ini 
penulis akan membahas tentang gambaran umum penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisa dan data 
dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam 
perumusan masalah. 
Bab V : PENUTUP 
Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, 






2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Keuangan Daerah 
 Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran 
kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.  Keuangan daerah juga 
menjadi penentu bentuk dan ragam yang akan dilakukan pemerintah daerah. 
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung 
maupun tidak langsung (Halim, 2007:230). 
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan 
milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 
(Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). 
Menurut Mamesah (1995) dalam Halim dan Kusufi (2012:25): 
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun 
barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau 
dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku 
 
Berdasarkan definisi tersebut dapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Yang dimaksud semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber 





milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber 
penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai 
peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. 
2. Sedangkan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang 
untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan 
pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan 
daerah.  
Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang anatara 
lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan 
urusan pemerintah pusat yang diserahkan, kewenangan memungut dan 
mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi 
hasil dari sumber-sumberdaya nasional yang berada di daerah dan perimbangan 
lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber 
pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. 
1. Sumber Pendapatan Daerah 
Berdasarkan UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan 
Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan 







a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 
1) Hasil Pajak Daerah 
Menurut PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, pajak daerah 
merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.  
2) Hasil Retribusi Daerah 
Menurut PP No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah 
adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Menurut Halim, 2002 sumber PAD berasa dari Perusahaan Daerah yaitu 
laba operasi perusahaan daerah. Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan 
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 





4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain PAD yang sah 
meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan 
bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, 
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan 
barang dan atau jasa oleh daerah. 
b. Dana Perimbangan 
Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 
perimbangan sediri terdiri dari: 
1) Dana Bagi Hasil 
Dana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 
Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan 
(PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. 
Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari 
kehutanan, pertambangan umum, periklanan, pertambangan minyak bumi, 







2) Dana Alokasi Umum 
Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk 
pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. 
3) Dana Alokasi Khusus 
Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk 
membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang 
belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan 
daerah. 
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan 
yang mencangkup hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 





pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana 
penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan 
bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.  
2. Belanja Daerah 
Menurut PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertnggungjawaban Keuangan Daerah, belanja adalah suatu kesatuan pengguna 
anggaran DPRD dan sekretariat, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah 
lainnya. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-
fungsi lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menjadi: 
a. Belanja Rutin 
Belanja rutin adala pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun 
anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin 
terdiri dari belanja rutin, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja lain-
lain, dan belanja pemeliharaan. 
b. Belanja Modal atau Pembangunan 
Belanja modal atau pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya 
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan 
daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional. 
3. Pembiayaan Daerah 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan 





baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. Pembiayaan ini bersumber dari: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
b. Pencairan dana cadangan 
Pencairan dana cadangan berasal dari rekenning dana cadangan ke 
rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah 
atau BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. 
d. Penerimaan pinjaman daerah 
Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk 
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun 
anggaran berkenaan. 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
Digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada 
pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya. 
f. Penerimaan piutang daerah 
Digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari 





pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, 
lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. 
 
2.1.2. Akuntansi Keuangan Daerah 
Menurut American Accounting Assosiation (1996) dalam Hendraryadi 
(2011):  
“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu 
organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka 
mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 
Pengertian ini juga melingkupi penganalisisan laporan yang dihasilkan 
oleh akuntansi tersebut.” 
 
Definisi tersebut diketahui bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan 
informasi kualitatif, terutama yang berdifat keuangan, tentang entitas ekonomi. 
Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input 
yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Kata 
entitas diartikan sebagai satuan organisasi. Akuntansi yang berkaitan dengan 
dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor 
privat, dan berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit 
dikenal akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik. 
Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk 
memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah 
daerah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Lingkup 
akuntansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan 
akuntansi pemerintah daerah yang terdiri atas; akuntansi pemerintahan provinsi 





Seperti halnya pemerintah pusat yang diwajibkan melakukan 
pengakuntansian terhadap semua transaksinya, demikian juga dalam pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengakuntansian 
terhadap semua transaksi yang terjadi. Dalam Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa: 
“Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah kegiatan yang meliputi 
serangkaian prosedur mulai dan proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan Pelaporan Keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 
manual atau menggunakan aplikasi computer.” 
 
Sistem akuntansi pemerintah daerah sendiri sekurang-kurangnya meliputi 
prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur 
akuntansi asset tetap atau barang milik daerah dan prosedur selain kas. Sistem 
akuntansi pemerintah daerah juga harus berpedoman pada peraturan pemerintah 
yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang 
standar akuntansi pemerintahan (Sugiato dan Bagjana dalam Firdaus dkk, 2014). 
Mekanisme pengelolaan keuangan daerah menurut permendagri nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kekuasaaan 
keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat 
pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. 






SKPKD adalah sebagai bendahara umum daerah, dengan demikian fungsi 
perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Setiap perangkat kerja daerah kini wajib 
menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang selanjutnya digunakan 
sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam 
peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri atas laporan 
realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 
Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan 
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
adalah sebagai berikut: 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah 
yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran 
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang 
dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur 
yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya meliputi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran. 
2. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
asset, kewajiban, dan entitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang disajikan 
dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak 





3. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, 
perubahan kas  dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya.  
 
2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Menurut Harun (2008) laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas 
utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga Negara 
lain yang berkepentingan serta masyarakat umum. Iklim reformasi menghendaki 
akuntabilitas sektor publik yang lebih transparan atau laporan keuangan yang 
lebih informatif menjadi kebutuhan. Secara spesifik tujuan khusus pelaporan 
keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam 
pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya 
yang dipercayakan, dengan cara: 
1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya keuangan finansial. 
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya 





3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 
dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. 
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan 
di dalamnya. 
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja 
entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 
Penelitian yang dilakukan Susanti dalam Sumarjo (2010) mendefinisikan 
laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib di 
publikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 
pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan 
bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut.  
Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan 
belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan 
keuangan untuk umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan 
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. 
Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan 
keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang 





disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar 
pemakai (Bastian, 2001). 
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus atau 
Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan 
Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial (Mardiasmo, 
2007).  Bastian (2010) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam 
suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, 
Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Perubahan Aktiva, Laporan Arus Kas, 
Perhitungan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.  
 
2.1.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 
pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 
Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan 
sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan 
dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-
kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Haryanto 
dkk,2007). 
Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai profesi yang dicapai oleh 





direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Perhatian yang besar terhadap 
pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat 
meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan, dan produktivitas pada 
organisasi sektor publik.  
Menurut Bastian (2006) Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk 
mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk 
pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan 
umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai 
tujuan di masa mendatang.  
Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept 
Statement No.2, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori indicator dalam 
mengukur kinerja, yaitu (1) service efforts, (2) service accomplishment, dan (3) 
hubungan effort dengan accomplishment. Menurut GASB bahwa penilaian 
pemerintah daerah dapat diukur dengan cara membandingkan dua hal tersebut. 
Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara efforts dengan outputs 
dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan 
sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai 
(Hendraryadi, 2011). 
Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: 
1. Memperbaiki kinerja pemerintah 





3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 
kelembagaan.  
Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula berbagai 
macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan 
faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang 
dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti 
kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh 
pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen 
tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terangkum dalam 
karakteristik pemerintah daerah. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, 
salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah. Sedangkan 
akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan 
kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat 
pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana 
teknis.  
Menurut Syamsi (1986) dalam Halim dan Kusufi (2012), ada beberapa 
kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah 







1. Kemampuan Struktural Organisasinya 
Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala 
aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah 
unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas 
wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. 
2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah 
Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin, dan 
kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. 
3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat 
Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau 
berperan serta kegiatan pembangunan. 
4. Kemampuan Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan 
pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan 
keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan DPR, 
sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap 
dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya. Pelaporan kinerja 
yang diterbitkan secara terus-menerus akan menjadi langkah maju dalam 





dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk 
akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa. 
 
 
2.1.5. Analisis Rasio Keuangan 
Suprapto (2006) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja 
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan 
melaksanakan analisis rasio terhadap ABPD yang telah ditetapkan dan 
dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak 
dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai 
nama dan kaidah pengukurannya.  
Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 
transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio 
terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun  pengakuntasian dalam APBD 
berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2007). 
Pengertian analisis rasio keuangan sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis 
laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan 
jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya.  
Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum 
telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangakn penggunaannya pada 
lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga 






Menurut Halim (2004) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan 
dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 
periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. 
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 
bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Rasio Kemandirian 
Menurut Mahsum (2006) dalam Dwijyanti dan Rusherlistyanti (2013), 
kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam 
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
yang diperlukan daerah. 
Tabel 2.1 



















Sumber: Mahsum, 2006 dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013 
2. Rasio Efektivitas 
Menurut Mahsum (2006) dalam Dwijyanti dan Rusherlistyanti (2013), 
rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 








Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 











Sumber: Mahmudi, 2010 dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013 
3. Rasio Efisiensi 
Menurut Mahsum (2006) dalam Dwijyanti dan Rusherlistyanti (2013), 
rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 
pendapatan yang diterima. 
Tabel 2.3 
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 
Efisiensi Keuangan Daerah 













Sumber: Mahsum, 2006 dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013 
4. Rasio Aktivitas 
Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti 
(2013) rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah 





pertumbuhan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan 
untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik yang 
digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 
cenderung semakin kecil. 
5. Rasio Pertumbuhan 
Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti 
(2013) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 
dicapai dari periode ke periode berikutnya. 
Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan 
Pemerintah Daerah (Halim, 2007): 
a. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 
b. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 
c. Pemerintah pusat/propinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah. 
d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 
pemda tersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. 
 
 
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan  
 Saputra, Suwendra, dan Yudiatmaja (2016) memberikan hasil bahwa 
varian pendapatan yang terjadi di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010-2014 





kurang, bahkan pada rasio kemandirian sangat rendah. Meskipun begitu, pada 
rasio pertumbuhan, varian belanja, dan rasio efisiensi masuk kategori baik. 
Dharmawati dan Irmadariyani (2016) memberikan hasil bahwa kinerja 
keuangan pada Kabupaten Banyuwangi sudah dikatakan baik. Hal tersebut 
terbukti dari hasil analisis perhitungan rasio keuangan. Namun, rasio kemandirian 
masih tergolong rendah karena tingkat ketergantungan pada pihak eksternal masih 
cukup tinggi. Dan rasio efektifitas menunjukkan hasil yang baik. 
Dewi (2015) memberikan hasil bahwa tingkat kemandirian kota 
Bukittinggi masih tergolong rendah, sedangkan dari segi efektifitas anggaran, 
tergolong tidak efektif dalam penetapan anggaran. Dari segi efisiensi, sudah 
sangat efisien dalam mengelurakan biaya untuk memungut PAD. Rahman, 
Naukoko, dan Londoh (2014) hasil penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan 
kinerja keuangan antara Kota Manado dengan Kota Bitung karena berdasarkan 
hasil dari beberapa analisis rasio menunjukkan hasil amat rendah. 
Wakhyudi dan Tarunasari (2013) hasil dari penelitian ini rasio 
kemandirian dinyatakan rendah karena pemerintah daerah masih sangat 
bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan untuk rasio aktivitas dan rasio 
pertumbuhan mengalami peningkatan terbukti dengan pemerintah daerah mulai 
adanya pembangunan sarana dan prasana. Sementara itu rasio efektivitas dan 
efisiensinya dinyatakan stabil. 
Dwijayanti dan Rusherlistyani (2013) hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat tingkat perbedaan kinerja keuangan pemerintah propinsi se-





penelitian juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat 
dari rasio efisiensi dan pertumbuhan. Magdalena dan Kurniawan (2013) dalam 
pnelitiannya tentang perbandingan indikator kinerja keungan pemerintah propinsi 
di Indonesia memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. 
Sulianti dan Ika (2012) memberikan hasil bahwa rata-rata rasio efisiensi 
pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah menunjukkan tidak adanya 
perbedaan. Begitu pula pada rasio efektivitas yang ternyata tidak ada perbedaan 
tingkat efektivitasnya. Namun, berbeda dengan tingkat kemandirian yang 
dinyatakan bahwa adanya tingkat perbedaan pada masa sebelum dan sesudah 
otonomi. 
Bisma dan Susanto (2010) memberikan kesimpulan bahwa kinerja 
pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2003-2007 tidak optimal, hal ini 
ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; ketergantungan 
keuangan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat 
kemandirian daerah sangat kurang. Sedangkan tingkat efektifitas pengelolaan 
APBD sangat efektif, namun tingkat efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan 
hasil tidak efisien. 
Riani dan Kaluge (2008) melakukan penelitian tentang analisis 
perbandingan kinerja keuangan daerah pemerkaran di daerah Papua. Hasil 






Susantih dan Saftiana (2007) memberikan hasil bahwa kinerja keuangan 
daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator 
kemandirian, efektifitas, dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa 
propinsi lampung memmiliki peringkat pertama dengan 63,81 persen, dan 
propinsi Bengkulu memiliki peringkat terendah yaitu 49,22 persen. Tidak ada 
perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima propinsi 
se-Sumatera Bagian Selatan. 
 
2.3.  Kerangka Berfikir 
 Sebagai gambaran dalam penyelesaian masalah maka diperlukan adanya 
kerangka teoritik yang terperinci, agar penelitian ini akan lebih terarah. Adapun 
















































1. Rasio Kemandirian 
- Pendapatan Asli Daerah 
- Total Pendapatan Daerah 
2. Rasio efektivitas 
- Realisasi Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah 
- Target Penerimaan 
Pendapatan asli Daerah 
3. Rasio Efisiensi 
- Realisasi Pengeluaran 
- Realisasi Penerimaan 
4. Rasio Aktivitas 
- Belanja Rutin 
- Belanja Pertumbuhan 











3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
 Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal hingga 
terselesaikannya laporan keuangan penelitian ini adalah bulan Oktober hingga 
Desember tahun 2016. Sedangkan wilayah penelitian ini dilakukan pada 
Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode 
kualitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam 
kalimat (Sugiyono, 2005: 53). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 
kinerja keuangan pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota di Jawa Tengah 
tahun 2012-2014 dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio 
efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 
 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1.  Populasi 
 Menurut Efferin (2008: 73) populasi merupakan batas dari suatu obyek 
penelitian dan sekaligus merupakan batas dari proses induksi dari hasil penelitian 
yang bersangkutan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 
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2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa 
Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota selama lima tahun. 
 
3.3.2. Sampel 
 Menurut Efferin (2008: 74) sampel adalah bagian dari populasi yang 
memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 29 pemerintah Kabupaten dan 6 pemerintah Kota yang 
terdapat di Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 175 sampel. 
 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
yakni penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut 
didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian (Suharyadi, 2009: 56). Syarat 
yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun laporan 
keuangan antara tahun 2012-2014. 
2. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2014 telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 
tahun 2012-2014 telah di publikasikan melalui website resmi Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
 Data dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang bentuknya dapat 
berupa angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya. Penelitian 
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ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia 
dalam bentuk yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 
pengolahnya (Soeratno, 2008: 71). 
 Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran 
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014 yang 
diperoleh melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
www.djpk.depkeu .go.id. dan Badan Pemeriksa Keuangan. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi atau studi pustaka. Metode dokumentasi atau studi pustaka 
adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel 
berupa laporan keuangan dan rasio-rasio yang telah dipublikasikan melalui 
website resmi www.djpk.depkeu.go.id yang berhubungan dengan obyek yang 
diteliti. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai riil dari orang, 
obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 43). 
Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan 
menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, 





3.7 Definisi Operasional Variabel 
 Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian penafsiran 
konsep yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa batasan dan 
pengertian dasar atau konsep operasional dan variabel yang diamati dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Rasio Kemandirian 
Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) 
rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
sendiri kegiatan pemerintahan, penggunaan dan pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang 
diperlukan daerah. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai 
berikut: 
                  
                       
                    
 
2. Rasio Efektivitas 
Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) 
rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
                  
                         






3. Rasio Efisiensi 
Menurut Halim dan Kusufi dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti (2013) 
rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan perbandingan 
antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan 
daerah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
                
                      
                    
 
4. Rasio Aktivitas 
Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti 
(2013) rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah 
daerah meprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 
pembangunan secara optimal. 
                    
                    
          
 
                          
                         
          
 
5. Rasio Pertumbuhan 
Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Dwijayanti dan Rusherlistyanti 
(2013) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah 
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 
dicapai dari peiode ke periode berikutnya. 
rasio pertumbuhan = 
PAD tahun t – PAD tahun t-1 








3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1.  Analisis Rasio Keuangan 
 Analisis rasio keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan 
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dengan menghitung rasio keuangan 
dari pos-pos dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) dan laporan 
realisasi APBD tahun anggaran 2010-2014. Dalam penelitian ini teknik analisis 
rasio keuangan yang digunakan adalah: 
1. Rasio kemandirian 
                  
                       
                    
 
2. Rasio efektivitas 
                  
                         
                      
 
3. Rasio efisiensi 
                
                      
                    
 
4. Rasio aktivitas 
                    
                    
          
 
                          
                         
          
 
5. Rasio pertumbuhan 
rasio pertumbuhan = 
PAD tahun t – PAD tahun t-1 
 PAD tahun t-1 
 
  
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 
  Jawa tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 
tengah Pulau Jawa. Secara geografis Jawa Tengah verada pada koordinat 8
030’-5040’ 
lontang selatan 108
030’-111030’ bujur timur. Luas wilayah Jawa Tengah 32.548 km2 
atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. 
  Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 
kota yang terdiri dari 565 Kecamatan 681 Kelurahan dan 8.568 desa. Sebelum 
diberlakukannya otonomi daerah, Jawa Tengah terdiri atas 4 kota administratif, yaitu 
Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun setelah otonomi daerah kota-
kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. 
Selain itu, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten 














Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 
No Nama Kabupaten No Nama Kabupaten No Nama Kabupaten 
1 Kab. Banjarnegara  11 Kab. Karanganyar 21 Kab. Purwodadi 
2 Kab. Banyumas 12 Kab. Kebumen  22 Kab. Rembang 
3 Kab. Batang 13 Kab. Kendal  23 Kab. Semarang 
4 Kab. Blora 14 Kab. Klaten  24 Kab. Sragen 
5 Kab. Boyolali 15 Kab. Kudus  25 Kab. Sukoharjo 
6 Kab. Brebes 16 Kab. Magelang  26 Kab. Tegal 
7 Kab. Cilacap 17 Kab. Pati  27 Kab. Temanggung 
8 Kab. Demak 18 Kab. Pekalongan 28 Kab. Wonogiri 
9 Kab. Grobogan 19 Kab. Pemalang 29 Kab. wonosobo 




Kota di Provinsi Jawa Tengah 
No Nama Kota No Nama Kota 
1 Kota Magelang  4 Kota Semarang  
2 Kota Pekalongan 5 Kota Surakarta 
3 Kota Salatiga 6 Kota Tegal 








4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Rasio Keuangan  
Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota atau Kabupaten pada 
dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Yaitu dengan 
menggunakan beberapa rasio, yakni rasio kemandirian,   rasio efektivitas, rasio 
efisiensi, rasio  aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Selanjutnya rasio aktivitas dilihat 
dari rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, sedangkan pada rasio  
pertumbuhan dilihat  dari  pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan 
belanja pembangunannya. 
Pada penelitian ini menggunakan sampel pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 145 kabupaten 
dan 30 kota.  











Rasio Kemandirian  














1 Banjarnegara 9 8 9 9 13 10 rendah sekali 
2 Banyumas 16 14 16 18 24 18 rendah sekali 
3 Batang 8 8 10 16 17 12 rendah sekali 
4 Blora 6 7 8 8 11 8 rendah sekali 
5 Boyolali 11 10 12 13 16 12 rendah sekali 
6 Brebes 7 7 7 9 16 9 rendah sekali 
7 Cilacap 13 12 12 15 19 14 rendah sekali 
8 Demak 8 7 10 11 16 10 rendah sekali 
9 Grobogan 9 8 9 11 16 11 rendah sekali 
10 Jepara 10 10 11 11 17 12 rendah sekali 
11 Karanganyar 10 11 14 14 16 13 rendah sekali 
12 Kebumen 7 7 8 9 14 9 rendah sekali 
13 Kendal 12 10 12 12 17 12 rendah sekali 
14 Klaten 6 6 6 7 11 7 rendah sekali 
15 Kudus 13 12 12 12 18 14 rendah sekali 
16 Magelang 9 9 11 14 18 12 rendah sekali 
17 Pati 13 13 13 12 19 14 rendah sekali 
18 Pekalongan 10 10 11 14 18 13 rendah sekali 
19 Pemalang 9 8 8 10 15 10 rendah sekali 
20 Purbalingga 13 12 13 12 18 14 rendah sekali 
21 Purworejo 10 10 9 11 16 11 rendah sekali 
22 Rembang 11 10 12 12 16 12 rendah sekali 
23 Semarang 13 14 14 19 20 16 rendah sekali 
24 Sragen 10 10 11 11 18 12 rendah sekali 
25 Sukoharjo 9 11 17 17 22 15 rendah sekali 
26 Tegal 42 8 10 12 17 18 rendah sekali 
27 Temanggung 9 9 9 11 16 11 rendah sekali 
28 Wonogiri 7 7 8 8 12 9 rendah sekali 
29 Wonosobo 8 9 10 11 17 11 rendah sekali 
Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan tabel 4.3 Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2010-





Pemerintah Kabupaten dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih sangat 
bergantung pada pihak ekstern atau Pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten di Jawa 
Tengah pada tahun 2010-2014 memiliki pola hubungan Instruktif, karena peranan 
Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah 
otonomi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. 
Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian 
paling rendah diantara kabupaten-kabupaten yang lain. Karena prosentase 
kemandirian di kabupaten Klaten hanya sebesar 7%. Meskipun begitu kabupaten 
Klaten selalu mengalami kenaikan prosentase kemandirian meskipun hanya 1% saja. 
Hal ini menandakan bahwa kabupaten Klaten masih mengalami ketergantungan yang 
cukup tinggi kepada pemerintah pusat.  
Kabupaten Brebes memiliki rata-rata kemandirian sebesar 10%. Pada tahun 
2010 kemandirian kabupaten Brebes sebesar 9% kemudian mengalami penurunan 1% 
menjadi 8% di tahun 2011 dan naik lagi 1% pada tahun pada tahun 2012 namun tidak 
mengalami kenaikan atau dapat dikatakan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 
9%. Namun, pada tahun 2014 kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan yaitu sebesar 4% sehingga prosentase kemandirian kabupaten Brebes 
menjadi 13%.  
Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Demak memiliki tingkat prosentase yang 
sama dengan kabupaten Brebes. Namun pada kabupaten Demak, dari tahun 2010 
sampai 2014 mengalami peningkatan pemandirian yang cukup signifikan. Pada tahun 





mengalami penurunan kemandirian sebesar 1% menjadi 7%. Dan pada tahun 2010 
mengalami kenaikan kemandirian sebesar 3% menjadi 10% dan terus mengalami 
kenaikan sebesar 1% menjadi 11%. Kenaikan tingkat kemandirian tertinggi terjadi 
pada tahun 2014 yaitu sebesar 5% sehingga prosentase menjadi sebesar 16%. 
Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pemalang 
memiliki tingkat prosentase yang sama yaitu sebesar 10%. Kabupaten Banjarnegara 
pada tahun 2010 memiliki tingkat kemandirian sebesar 9% dan sempat mengalami 
penurunan pada tahun 2011 menjadi 8%. Namun pada tahun  2012 hingga 2014 terus 
mengalami kenaikan pada tingkat kemandiriannya. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam mengelola pendapatan asli 
daerah sehingga tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah 
pusat masih cukup tinggi. 
Hal tersebut juga terjadi pada dua kabupaten yang lain yaitu kabupaten 
Demak dan Kabupaten Pemalang. Kabupaten Demak memiliki tingkat kemandirian 
tertinggi pada tahun 2014 hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Demak memiliki 
perkembangan yang cukup signifikan dalam mengelola pendapatan asli daerah dan 
dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 
Kabupaten Purworejo, kabupaten Grobokan, kabupaten Temanggung, dan 
kabupaten Wonosobo memiliki tingkat yang sama yaitu sebesar 11%. Pada kabupaten 
Grobokan tingkat kemandirian terendah terjadi pada tahun 2011 dengan prosentase 
hanya sebesar 8% saja dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 dengan 





melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan sehingga tingkat kemandirian pada 
kabupaten Grobokan terus mengalami kenaikan. 
Berbeda dengan kabupaten Purworejo yang tidak mengalami kenaikan atau 
penurunan pada tahun 2010 dan 2011 dengan prosentase sebesar 10%. Namun pada 
tahun 2012 kabupaten Purworejo mengalami penurunan tingkat kemandirian menjadi 
sebesar 9%. Meski kemudian pada tahun 2013 dan 2014 terus mengalami kenaikan 
yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 
11%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5% sehingga 
prosentase kemandirian menjadi sebesar 16%. 
Kabupaten Temanggung dan kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan 
yang hampir sama. Kedua kabupaten tersebut memiliki tingkat kemandirian tertinggi 
pada tahun 2014. Yaitu pada kabupaten Temanggung sebesar 16% dan pada 
kabupaten Wonosobo sebesar 17%. 
Tingkat kemandirian tertinggi terjadi di kabupaten Banyumas dan kabupaten 
Tegal dengan prosentase sebesar 18%. Pada kabupaten Banyumas sendiri prosentase 
kemandirian terendah terjadi pada tahun 2011 dengan prosentase sebesar 14%. 
Namun terus mengalami kenaikan hingga tahun 2014 prosentase kemandirian 
mencapai 24%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Banyumas memiliki tingkat 
kemandirian yang cukup baik. Karena jika dibandingkan kabupaten-kabupaten yang 
lain, kabupaten Banyumas memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi. 
Sementara kabupaten Tegal justru memiliki tingkat kemandirian tertinggi 





drastis pada tahun 2011 sehingga prosentase menjadi 8% saja. Kemudian pada tahun 
2012 mengalami kenaikan hingga tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa kabupaten 
Tegal terus mengalami perbaikan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. 
Kedua kabupaten tersebut, yaitu kabupaten Banyumas dan kabupaten Tegal 
jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain telah menggambarkan 
bahwa cukup mampu dalam mengelola pendapatan asli daerahnya masing-masing. 
Sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. 
Namun, jika dirata-rata kedua kabupaten tersebut masih berada pada kriteria sangat 
rendah karena baik kabupaten Banyumas maupun kabupaten Tegal tingkat prosentase 
kemandiriannya masih jauh dibawah 25%. 
Tabel 4.4 
Rasio Kemandirian 













rata/ % Klasifikasi 
1 Magelang 17 41 19 20 29 25 Rendah 
2 Pekalongan 13 14 17 21 25 18 rendah sekali 
3 Salatiga 15 15 16 21 29 19 rendah sekali 
4 Semarang 29 36 47 52 58 44 Rendah 
5 Surakarta 12 23 24 28 29 23 Rendah 
6 Tegal 29 29 33 33 43 33 Rendah 
Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat rasio kemandirian keuangan 
pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di wilayah Jawa Tengah tahun 2010-2014 
menunjukkan tingkat kemampuan dan pemerintah kota di wilayah Jawa Tengah 
dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Semakin rendah rasio kemandirian 





ekstern atau pemerintah pusat semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Rata-rata 
pemerintah kota di Jawa Tengah memiliki pola hubungan Konsulatif, hal ini 
dimaksudkan bahwa campur tangan pemerintah pusat yang mulai berkurang serta 
lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit 
lebih dapat melaksanakan otonomi daerah. 
Tingkat kemandirian terendah untuk wilayah kota di Jawa Tengah terjadi pada 
kota Pekalongan dengan prosentase sebesar 18% sehingga dapat dikatakan bahwa 
tingkat kemandirian kota Pekalongan rendah sekali. Jika dilihat dari tahun 2010 kota 
Pekalongan terus mengalami kenaikan kemandiriannya. Tahun 2010 prosentase 
kemandirian kota Pekalongan sebesar 13% namun terus merangkak naik hingga pada 
tahun 2014 mencapai 25%. Hal tersebut berarti bahwa kota Pekalongan terus 
mengalami perbaikan dalam pengelolaan pendapatan asli daerahnya, sehingga dapat 
menunjang kemandirian kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki hubungan 
Instruktif, karena memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat. 
Tingkat kemandirian yang tergolong rendah sekali berikutnya pada kota 
Salatiga dengan rata-rata prosentase sebesar 19%. Hal tersebut terjadi karena 
prosentase kemandirian kota Salatiga pada tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami 
kenaikan maupun penurunan, yaitu hanya sebesar 15% saja. Namun pada 2012 
hingga 2014 mengalami peningkatan tingkat kemandirian yang cukup signifikan 
hingga mencapa 29%. Hal ini menandakan bahwa kota Salatiga terus mengalami 





masyarakat. Sehingga pengelolaan keuangan kota Salatiga tidak terlalu bergantung 
pada pemerintah pusat. 
Tingkat kemandirian yang tergolong rendah berikutnya terjadi pada kota 
Surakarta dengan rata-rata prosentase sebesar 23%. Namun jika dilihat setiap 
tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga 2014 kota Surakarta mengalami peningkatan 
kemandirian yang cukup signifikan. Berawal pada tahun 2010 tingkat kemandirian 
kota Surakarta hanya sebesar 12% kemudian naik dengan drastis pada tahun 2011 
hingga mencapai 23% dan terus naik hingga tahun 2014 mencapai 29%. Hal ini 
terjadi karena maraknya pembangunan tempat-tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan 
di kota Surakarta sehingga dapat mendorong kenaikan pendapatan asli daerah. 
Kota selanjutnya yaitu kota Magelang dengan prosentase kemandirian sebesar 
25%. Kota Magelang sempat mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 
2011 yaitu sebesar 41%. Namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012, 
yang kemudian pada tahun 2013 kota Magelang mengalami kenaikan prosentase 
kemandiriannya. Hingga pada tahun 2014 tingkat kemandirian kota magelang 
mencapai 29%. Hal tersebut dipicu karena semakin banyaknya wisatawan yang 
berkunjung di objek wisata yang berada di kota Magelang, sehingga dapat 
menumbuhkan pendapatan asli daerah kota Magelang. Pola hubungan pada kota 
Magelang adalah Konsulatif, karena pemerintah Kota Magelang dianggap lebih 
mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. 
Kota Tegal menduduki peringkat kedua tertinggi setelah kota Semarang untuk 





Tegal memiliki prosentase yang cukup tinggi dari tahun 2010 hingga 2014. Pada 
tahun 2010 kota Tegal memiliki prosentase sebesar 29% namun tidak ada kenaikan 
maupun penurunan pada tahun 2011. Kemudian pada 2012 mengalami kenaikan 
menjadi 33% dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada tahun 2013. 
Sampai kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10% sehingga 
prosentase yang didapatkan sebesar 43%. Kota Tegal memiliki pola hubungan 
Konsulatif, yang dalam hal ini kota Tegal telah dianggap mampu mengelola otonomi 
daerahnya. 
Kota Semarang merupakan kota di Jawa Tengah dengan prosentase tertinggi 
yaitu sebesar 44%. Setiap tahunnya kota Semarang mengalami peningkatan 
prosentase tingkat kemandiriannya. Pada tahun 2010 memiliki prosentase sebesar 
29% dan terus naik hingga 58% pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena semakin 
meningkatnya penataan kota di wilayah Semarang sehingga menarik minat wisatawan 
untuk berkunjung ke tempat-tempat pariwisata yang berada di kota Semarang. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah kota Semarang, dan 
pemrintah kota Semarang dapat mengelola keuangan daerah dengan baik. Kota 
Semarang memiliki pola hubungan Konsulatif, yang artinya Kota Semarang dianggap 
sedikit mampu dalam mengelola otonomi daerah. 
  
























1 Banjarnegara 101 113 121 112 127 115 sangat efektif 
2 Banyumas 112 98 104 114 115 109 sangat efektif 
3 Batang 90 104 113 14 116 87 kurang efektif 
4 Blora 83 105 134 122 121 113 sangat efektif 
5 Boyolali 109 109 103 100 103 105 sangat efektif 
6 Brebes 95 89 93 108 118 101 sangat efektif 
7 Cilacap 104 98 106 115 122 109 sangat efektif 
8 Demak 104 109 125 116 72 105 sangat efektif 
9 Grobogan 117 104 120 117 119 116 sangat efektif 
10 Jepara 110 106 114 112 99 108 sangat efektif 
11 Karanganyar 101 118 86 127 127 112 sangat efektif 
12 Kebumen 75 104 113 113 148 110 sangat efektif 
13 Kendal 102 106 125 120 130 117 sangat efektif 
14 Klaten 89 101 110 135 116 110 sangat efektif 
15 Kudus 102 88 104 104 100 100 efektif 
16 Magelang 103 100 116 120 122 112 sangat efektif 
17 Pati 113 117 117 116 125 117 sangat efektif 
18 Pekalongan 92 104 97 106 105 101 sangat efektif 
19 Pemalang 108 102 120 116 122 114 sangat efektif 
20 Purbalingga 97 104 114 109 119 109 sangat efektif 
21 Purworejo 105 115 107 108 125 112 sangat efektif 
22 Rembang 84 89 109 82 104 93 cukup efektif 
23 Semarang 96 96 100 107 113 102 sangat efektif 
24 Sragen 99 98 134 115 138 117 sangat efektif 
25 Sukoharjo 102 108 116 113 123 112 sangat efektif 
26 Tegal 19 102 18 114 115 74 tidak efektif 
27 Temanggung 97 102 104 111 124 108 sangat efektif 
28 Wonogiri 99 110 122 110 109 110 sangat efektif 
29 Wonosobo 82 110 127 129 138 117 sangat efektif 





Tabel 4.5 menjelaskan bahwa tingkat efektivitas kabupaten di Jawa Tengah 
sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu 
merealisasikan pendapatan asli daerah dari anggaran yang ditargetkan berdasarkan 
potensi riil daerah.  
Kabupaten Tegal memiliki tingkat rata-rata efektivitas terendah dengan 
prosentase sebesar 74% saja. Sementara kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, 
Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo memiliki rata-rata tertinggi sebesar 
117%. 
Kabupaten Tegal memiliki tingkat efektivitas terendah dilihat dari tahun 
2010-2014. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Tegal kurang mampu dalam 
mengelola anggaran pendapatan asli daerah dan merealisasikan pendapatan asli 
daerah yang sebelumnya telah dianggarkan. Terbukti dengan prosentase tahun 2010 
dan 2012 kabupaten Tegal memiliki tingkat efektivitas terendah. 
Kabupaten Batang juga merupakan kabupaten yang memiliki prosentase 
rendah diatas kabupaten Tegal. Prosentase terendah yang terjadi di kabupaten Tegal 
terjadi pada tahun 2013 dan prosentase tertinggi terjadi pada tahun 2014. Sehingga 
kenaikan prosentase dari tahun 2013 ke 2014 sangatlah drastis. Namun pada tahun 
2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis. 
Kabupaten Kudus berada pada klasifikasi efektif, karena tingkat 





efektivitas terendah dengan prosentase hanya sebesar 88%. Kemudian mengalami 
peningkaran hingga mencapai 104% pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 tidak 
mengalami peningkatan maupun penurunan. Namun pada tahun 2014 mengalami 
penurunan sebesar 4% sehingga prosentase menjadi sebesar 100%. Dengan begitu 
kabupaten Kudus dapat dikatakan telah efektif dalam mengelola anggaran pendapatan 
asli daerah maupun merealisasikannya. 
Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada kabupaten Kendal, Kabupaten 
Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo dengan prosentase sebesar 117%. 
Kabupaten Kendal mengalami tingkat prosentase terendah pada tahun 2010 dengan 
prosentase hanya sebesar 102% dan prosentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 
dengan prosentase sebesar 130%. Kabupaten Kendal selalu mengalami peningkatan 
prosentasenya. Namun pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penuruan hingga sebesar 
120% kemudian meningkat sebesar 10% pada tahun 2014 hingga prosentasenya 
sebesar 130%. 
Kabupaten Pati juga menempati posisi tertinggi dengan rata-rata sebesar 
117%. Tahun 2010 memiliki prosentase sebesar 113% dan naik sebesar 4% pada 
tahun tahun 2011 sehingga prosentase menjadi 117%. Namun, pada tahun 2012 tidak 
mengalami kenaikan dan penurunan prosentase yaitu hanya sebesar 117%, dan pada 
tahun 2013 mengalami penurunan prosentase sebesar 1% sehingga prosentase pada 





signifikan yaitu sebesar 9% sehingga prosentase menjadi sebesar 125%. Hal ini 
membuktikan bahwa kabupaten Pati telah mampu mengelola keuangan dengan baik. 
Sama halnya dengan kabupaten Pati, kabupaten Sragen mengalami kenaikan 
dan penurunan tingkat prosentasenya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010, 
kabupaten Sragen memiliki prosentase sebesar 99% namun menurun pada tahun 2011 
sehingga prosentase menjadi sebesar 98%. Kemudian pada tahun 2012 mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan sehingga prosentase menjadi sebesar 134% dan 
pada tahun 2014 meningkat menjadi 138%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten 
Pati telah mampu mengelola anggaran yang telah diajukan dan merealisasikan dengan 
tepat. 
Berbeda dengan kabupaten Pati dan kabupaten Sragen, kabupaten Wonosobo 
terus mengalami peningkatan dalam melakukan pengelolaan pendpatan asli daerah. 
Bahkan peningkatan yang terjadi di kabupaten Wonosobo cukup signifikan. Hal ini 
dapat dilihat pada tahun 2010 dengan prosentase sebesar 82% dan terus mengalami 
peningkatan hingga tahun 2014 dengan prosentase sebesar 138%. Ini menunjukkan 
bahwa antara pengelolaan anggaran pendapatan asli daerah dan realisasi pengelolaan 























rata/ % Klasifikasi 
1 Magelang 111 102 111 112 171 122 sangat efektif 
2 Pekalongan 112 111 132 122 125 120 sangat efektif 
3 Salatiga 99 98 123 121 144 117 sangat efektif 
4 Semarang 104 117 117 119 128 117 sangat efektif 
5 Surakarta 102 103 120 107 105 107 sangat efektif 
6 Tegal 107 103 111 110 107 108 sangat efektif 
Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan 4.6 dapat dilihat hasil perhitungan rasio efektivitas pada  
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014. Dapat dilihat pula kemampuan 
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dibandingkan 
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pada rasio efektivitas 
dapat dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen.Semakin 
tinggi rasio efektivitas, maka dapat digambarkan bahwa kemampuan daerah semakin 
baik. 
Kota Surakarta berada pada tingkat efektivitas terendah dengan prosentase 
107%. Hal tersebut terjadi karena kota Surakarta mengalami penurunan yang cukup 
drastis. Pada tahun 2010 memperoleh prosentase sebesar 102% kemudian meningkat 
1% pada tahun 2011 sehingga prosentase menjadi 103% bahkan masih mengalami 
kenaikan lagi pada tahun 2012 hingga 120%. Namun dari tahun 2012 ke 2013 
prosentase menurun sangat drastis hingga mencapai 107% dan menurun lagi di tahun 
2014 menjadi 105%. Ini membuktikan bahwa kota Surakarta kurang mampu 





Sebelum kota Surakarta terdapat kota Tegal dengan rata-rata prosentase 
tingkat efektivitas sebesar 108%. Sama halnya dengan kota Surakarta, kota Tegal 
mengalami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitasnya. Terbukti pada tahun 2010 
prosentase efektivas sebesar 107% kemudian menurun 4% pada tahun 2011. Namun 
pada tahun 2012 meningkat hingga 111%, kemudian menurun lagi hingga 107% pada 
tahun 2013 dan masih menurun lagi pada tahun 2014 dengan prosentase sebesar 
105%. Hal ini membuktikan bahwa Kota Tegal belum mampu merealisasikan 
anggaran pendapatan asli daerah yang telah diajukan. 
Kota Magelang dan dan Kota Pekalongan berada pada tingkat teratas untuk 
tingkat efektivitas. Kota Magelang memiliki rata-rata prosentase sebesar 122% 
sedangkan kota Pekalongan sebesar 120%. Kota Magelang dan Kota Pekalongan 
sama-sama mengalami penurunan prosentase pada tahun 2011 hingga kemudian 
mengalami kenaikan prosentase yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
kota Magelang dan Kota Pekalongan telah mampu merealisasikan anggaran 
pendapatan asli daerah yang telah diajukan.  
 
3. Hasil perhitungan rasio efisiensi pada pemerintah kabupaten dan pemerintah 

























1 Banjarnegara 102 96 93 92 96 96 kurang efisien 
2 Banyumas 96 93 95 99 96 96 kurang efisien 
3 Batang 88 91 96 95 96 93 kurang efisien 
4 Blora 98 92 100 102 97 98 kurang efisien 
5 Boyolali 99 101 100 97 97 99 kurang efisien 
6 Brebes 100 99 92 93 96 96 kurang efisien 
7 Cilacap 93 90 96 92 89 92 kurang efisien 
8 Demak 97 93 100 96 95 96 kurang efisien 
9 Grobogan 96 101 91 97 96 96 kurang efisien 
10 Jepara 98 97 96 94 91 95 kurang efisien 
11 Karanganyar 100 94 95 11 100 80 cukup efisien 
12 Kebumen 103 96 98 91 97 97 kurang efisien 
13 Kendal 101 98 94 92 91 95 kurang efisien 
14 Klaten 99 97 95 93 98 96 kurang efisien 
15 Kudus 108 95 100 83 94 96 kurang efisien 
16 Magelang 102 95 87 88 100 95 kurang efisien 
17 Pati 99 98 96 12 96 80 cukup efisien 
18 Pekalongan 97 100 90 99 92 96 kurang efisien 
19 Pemalang 99 99 89 99 96 97 kurang efisien 
20 Purbalingga 102 95 100 95 95 97 kurang efisien 
21 Purworejo 102 96 96 93 100 97 kurang efisien 
22 Rembang 100 99 95 106 96 99 kurang efisien 
23 Semarang 96 95 94 17 95 79 efisien 
24 Sragen 102 94 91 96 97 96 kurang efisien 
25 Sukoharjo 98 95 98 94 97 97 kurang efisien 
26 Tegal 101 93 77 97 93 92 kurang efisien 
27 Temanggung 98 99 94 90 92 95 kurang efisien 
28 Wonogiri 100 95 99 97 97 98 kurang efisien 
29 Wonosobo 95 91 18 86 96 77 efisien 





Berdasarkan tabel 4.7 menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten di Jawa 
Tengah tahun 2010-2014 kurang efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena 
biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih tinggi daripada pendapatan yang 
diterimanya.  
Berbeda dengan rasio kemandirian, untuk rasio efeisiensi jika nilai semakin 
besar maka dikatakan semakin tidak efisien. Untuk pemerintah kabupaten di Jawa 
Tengah tahun 2010-2014 Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Rembang dinyatakan 
kurang efisien. Kedua kabupaten ini memiliki tingkat efisiensi tertinggi dengan 
prosentase sebesar 99%. Hal ini menggambarkan bahwa baik kabupaten Boyolali 
maupun Kabupaten Rembang pengeluaran yang terjadi pada dua kabupaten ini lebih 
tinggi dari pada pendapatan yang diterimanya. Padahal seharusnya pendapatan yang 
diterima pemerintah kabupaten lebih besar dari pada pengeluaran yang terjadi. 
Sedangkan kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo dinyatakan 
efisien. Kedua kabupaten ini memiliki prosentase sebesar 79% dan 77%, hal ini 
terjadi karena kedua kabupaten ini telah efisien dalam mengelola keuangan daerahnya 
masing-masing. Pendapatan yang diterima kedua kabupaten ini lebih besar dari pada 
pengeluaran yang terjadi. Kabupaten Semarang pernah mengalami tingkat efisiensi 
tertinggi pada tahun 2013 dengan prosentase sebesar 17% dan kabupaten Wonosobo 
memiliki tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2012 dengan prosentase sebesar 18%. 
Kabupaten-kabupaten yang lain memiliki prosentase yang hampir sama yaitu 
sekitar 80-90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten yang lain 
























1 Magelang 102 90 93 99 95 80 cukup efisien 
2 Pekalongan 101 99 91 98 97 97 kurang efisien 
3 Salatiga 102 96 98 88 64 89 cukup efisien 
4 Semarang 107 99 80 88 93 94 kurang efisien 
5 Surakarta 96 95 92 99 97 96 kurang efisien 
6 Tegal 103 104 90 93 96 97 kurang efisien 
Sumber: (data diolah, 2016) 
 Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan pemerintah 
kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 memiliki kriteria kurang efektif. Kinerja 
pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 
persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang 
semakin baik. 
Rata-rata rasio efisiensi tingkat kota di kabupaten Jawa Tengah antara tahun 
2010 hingga 2014 yaitu kurang efisien dengan prosentase sebesar 90% sampai 100%. 
Sedangkan yang lain memiliki tingkat cukup efisien dalam mengelola keuangan 
daerahnya masing-masing. 
Kota Pekalongan, Kota Surakarta, dan kota Tegal memiliki prosentase yang 
paling tinggi, yaitu sebesar 97% dan 96%. Meskipun rata-rata kedua kabupaten 





penurunan prosentase. Hanya saja penurunan yang terjadi belum signifikan. 
Kabupaten Pekalongan sendiri pada tahun 2010 memiliki prosentase sebesar 101% 
dan terus menurun hingga pada tahun 2014 prosentasenya sebesar 97%. 
Kota Tegal juga mengalami penurunan prosentase pada tingkat efisiensinya 
setiap tahunnya.  Pada tahun 2010 prosentase kota Tegal sebesar 103% kemudian 
meningkat 1% pada tahun 2011 sehingga prosentase mencapai 104%. Namun pada 
tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2014 
mencapai 96%. Hal ini menunjukkan bahwa kota Tegal terus melakukan perbaikan 
dalam pengelolaan keuangan sehinngga prosentasenya terus menurun. 
4.   Hasil perhitungan rasio belanja rutin pada pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 
Tabel 4.9 
Rasio belanja rutin  














1 Banjarnegara 82 84 86 85 85 84 
2 Banyumas 14 88 86 84 84 71 
3 Batang 68 88 84 86 86 70 
4 Blora 93 88 80 80 77 84 
5 Boyolali 88 87 83 82 66 81 
6 Brebes 88 89 82 76 85 84 
7 Cilacap 12 86 82 78 80 68 
8 Demak 85 78 72 74 65 75 
9 Grobogan 90 85 84 77 82 83 
10 Jepara 86 81 76 88 87 84 
11 Karanganyar 88 91 89 88 86 88 
12 Kebumen 88 81 75 81 71 79 
13 Kendal 85 82 83 88 81 84 





 lanjutan       
15 Kudus 81 86 84 88 82 84 
16 Magelang 90 92 91 91 81 89 
17 Pati 93 92 88 88 88 90 
18 Pekalongan 90 89 87 43 89 80 
19 Pemalang 91 89 89 83 90 88 
20 Purbalingga 87 87 84 85 87 86 
21 Purworejo 92 91 83 81 79 85 
22 Rembang 86 78 79 84 88 83 
23 Semarang 90 84 77 82 81 83 
24 Sragen 90 93 89 90 84 89 
25 Sukoharjo 92 90 80 83 87 86 
26 Tegal 86 87 77 86 87 84 
27 Temanggung 93 83 82 89 82 86 
28 Wonogiri 87 88 84 85 84 86 
29 Wonosobo 94 86 92 86 83 88 
    Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan tabel 4.9 Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2010-
2014 memiliki rata-rata diatas 80 persen. Hal ini berarti pemerintah pemerintah 
kabupaten lebih besar mengalokasikan dana pelayanan publik daripada belanja 
aparatur daerahnya. 
Pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah tahun 2010-2014, kabupaten 
Banyumas memiliki rata-rata tingkat belanja rutin yang paling rendah yaitu sebesar 
71% sedangkan prosentase tertinggi terjadi pada kabupaten Pati dengan prosentase 
sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Banyumas lebih banyak 
menggunakan alokasi dana untuk membangun sarana dan prasarana dalam 





menggunakan dana yang dimiliki untuk belanja aparatur daerah, sehingga dapat 
memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana. 
Namun hal tersebut tidak terjadi pada kabupaten Pati yang justru berbanding 
terbalik dengan kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang 
dimiliki oleh kabupaten Pati yaitu sebesar 90%. Di awal sudah di jelaskan bahwa jika 
semakin tinggi tingkat prosentase belanja rutin daerah maka pelayanan belanja publik 
yang dilakukan pemerintah daerah semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
kabupaten Pati lebih banyak menggunakan alokasi anggaran untuk melakukan belanja 
daerah, misalnya untuk membayar gaji. Sehingga belanja pelayanan publik untuk 
membangun sarana dan prasarana di kabupaten Pati hanya sedikit. 
Tabel 4.10 
Rasio Belanja Rutin 














1 Magelang 88 83 85 77 93 85 
2 Pekalongan 86 83 81 80 78 82 
3 Salatiga 79 83 76 87 113 87 
4 Semarang 88 85 83 76 73 81 
5 Surakarta 90 87 84 82 81 85 
6 Tegal 86 84 87 85 85 85 
    Sumber: (data diolah, 2016) 
 Berdasarkan tabel 4.10 telah diketahui bahwa nilai rata-rata belanja rutin pada  
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 memiliki hasil yang sama dengan 





pemerintah kota di Jawa Tengah dari tahun 2010-2014 memiliki rata-rata yang sama 
yaitu sebesar 80%. 
Tingkat belanja rutin pada pemerintah kota di Jawa Tengah terendah terjadi 
pada kota Semarang dengan prosentase sebesar 81%, sedangkan tingkat tertinggi 
terjadi pada kota Salatiga. Kota Salatiga pada tahun 2014 bahkan mencapai 100% 
yang berarti dana yang digunakan untuk belanja rutin daerah sangatlah tinggi. 
Sedangkan prosentase terendah kota salatiga terjadi pada tahun 2012 dengan 
prosentase sebesar 76%. 
Kota Semarang memiliki tingkat belanja rutin terendah jika dibandingkan 
dengan kota-kota yang lain di wilayah Jawa Tengah. Namun pada tahun 2010 kota 
Semarang memiliki tingkat belanja rutin mencapai 88% sehingga dapat disimpulkan 
pada tahun 2010 kota Semarang lebih banyak mengalokasikan dana untuk belanja 
rutin daripada belanja publik. Sementara pada tahun 2014 kota Semarang mengalami 
penurunan hingga mencapai 73%, yang artinya kota Semarang telah menggunakan 
dana yang dimiliki untuk belanja publik yaitu membangun sarana dan prasarana yang 










5. Hasil perhitungan rasio belanja pembangunan pada pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 
Tabel 4.11 
Rasio Belanja Pembangunan 














1 Banjarnegara 18 15 14 15 15 16 
2 Banyumas 9 11 14 16 16 13 
3 Batang 4 12 15 14 13 12 
4 Blora 7 11 19 20 23 16 
5 Boyolali 11 13 16 18 19 15 
6 Brebes 12 11 13 20 14 14 
7 Cilacap 13 14 18 22 20 17 
8 Demak 36 22 28 26 35 29 
9 Grobogan 10 14 16 23 18 16 
10 Jepara 14 19 24 12 13 16 
11 Karanganyar 12 9 10 19 14 13 
12 Kebumen 12 15 21 19 24 18 
13 Kendal 15 18 17 12 18 16 
14 Klaten 4 10 13 12 14 10 
15 Kudus 18 13 15 12 17 15 
16 Magelang 10 8 8 9 19 11 
17 Pati 7 7 12 16 12 11 
18 Pekalongan 10 11 12 11 14 12 
19 Pemalang 8 11 11 17 10 11 
20 Purbalingga 6 7 12 10 9 9 
21 Purworejo 8 9 13 15 15 12 
22 Rembang 19 22 21 16 12 18 
23 Semarang 9 16 22 12 19 16 
24 Sragen 10 7 10 10 16 11 
25 Sukoharjo 8 10 20 16 13 13 
26 Tegal 14 13 29 14 13 17 
27 Temanggung 7 11 18 11 18 13 
28 Wonogiri 11 10 14 13 14 12 
29 Wonosobo 6 13 10 14 17 12 





Berdasarkan tabel 4.11 rata-rata belanja pembangunan Kabupaten di Jawa 
Tengah kurang dari 20%. Yang berarti bahwa pelayanan publik yang dilakukan 
pemerintah kabupaten cenderung lebih kecil jika di bandingkan dengan belanja rutin 
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di Jawa Tengah. Namun, kabupaten 
Demak berada pada posisi tertinggi dalam pengalokasian dana untuk belanja 
pembangunan dengan prosentase sebesar 29%. Hal tersebut berbeda dengan 
kabupaten Purbalingga yang justru berada pada tingkat terbawah dalam belanja 
pembangunan karena hanya memiliki prosentase sebesar 9%. 
Hal ini menggambarkan bahwa kabupaten Purbalingga lebih kecil 
menggunakan anggaran untuk berbelanja pembangunan. Berbeda dengan kabupaten 
Demak yang lebih banyak menggunakan anggaran untuk berbelanja pembangunan 
atau untuk membangun sarana prasarana yang ada di wilayah Demak guna 
mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Demak. 
Sedangkan kabupaten-kabupaten yang lain memiliki prosentase yang hampir 
sama yaitu di bawah 20%. Hal ini artinya kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa 
Tengah juga lebih banyak menggunakan anggaran sebagai belanja belanja rutin 
daerah. Misalnya dana digunakan untuk pembayaran gaji pegawai, membayar hutang 
daerah, atau belanja barang. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu 
mengedepankan untuk pembangunan fisik daerah, misalnya pembangunan jalan, 






Belanja pembangunan tidak hanya terfokus pada pembangunan saja, namun 
juga dapat pula melakukan pembangunan nonfisik misalnya pengadaan training untuk 
pegawai, penataran dan lain sebagainya. Yang kemudian dana ini dialokasikan pada 
berbagai bidang sesuai dengan yang diprioritaskan. Dengan melihat prosentase 
tersebut menandakan bahwa pemerintah kabupaten di wilayah Jawa Tengah rata-rata 
mengalokasikan dananya untuk belanja rutin. 
Tabel 4.12 
Rasio Belanja Pembangunan 
Pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 
no kota 2010 2011 2012 2013 2014 rata-rata 
1 Magelang 12 17 15 23 23 18 
2 Pekalongan 14 17 19 20 22 18 
3 Salatiga 21 17 23 13 26 20 
4 Semarang 12 15 17 19 27 18 
5 Surakarta 10 13 16 18 19 15 
6 Tegal 14 16 12 15 15 14 
Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan tabel 4.12 telah diketahui bahwa nilai rata-rata belanja 
pembangunan pada pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 juga cenderung 
kecil, hal ini terjadi karena belanja rutin yang dilakukan pemerintah kota cenderung 
lebih tinggi. Sehingga belanja pembangunan yang alokasikan pemerintah kota 
semakin kecil.  
Kota Tegal merupakan kota yang memiliki alokasi belanja pembangunan 
paling kecil diantara kota-kota yang lain yaitu sebesar 14%. Hal ini berbanding 
terbalik dengan kota Salatiga yang memiliki alokasi belanja pembangunan cukup 





Dilihat pada tabel 4.12 kota Tegal mengalami kenaikan dan penurunan dalam 
alokasi belanja pembangunan. Pada tahun 2010 memiliki prosentase sebesar 14% 
yang kemudian naik 2% pada tahun 2011 menjadi sebesar 16%. Namun kemudian 
mengalami penurunan hingga tahun 2014 prosentase menjadi sebesar 15%. Hal ini 
mengartikan bahwa pemerintah kota Tegal lebih sedikit membelanjakan anggaran 
untuk melakukan pembangunan. 
Hal ini berbeda dengan pemerintah kota Salatiga yang lebih banyak 
menggunakan anggaran untuk belanja pembangunan atau untuk membangun sarana 
dan prasarana yang di butuhkan masyarakat dan di harapkan dapat memicu 
perkembangan perekonomian masyarakat. Pada kota Salatiga tingkat belanja 
pembangunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan prosentase sebesar 26%. 
Kenaikan tingkat prosentase ini terjadi begitu pesat, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah kota Salatiga pada tahun 2014 terus melakukan pembangunan 
sarana dan prasarana bagi masyarakat. 
 
6. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 
Tabel 4.13 
Rasio Pertumbuhan 














1 Banjarnegara 101 13 33 5 63 43 
2 Banyumas -29 2 26 27 41 14 





 lanjutan       
4 Blora -5 4 34 16 52 20 
5 Boyolali 24 1 33 25 42 25 
6 Brebes -12 10 30 31 10 32 
7 Cilacap 24 2 14 44 34 23 
8 Demak 36 3 41 31 59 34 
9 Grobogan 2 12 20 36 64 27 
10 Jepara 18 0 25 4 73 24 
11 Karanganyar 19 3 12 24 33 18 
12 Kebumen -7 3 39 28 84 30 
13 Kendal 12 8 29 13 58 24 
14 Klaten 18 0 17 83 54 35 
15 Kudus 13 2 26 20 61 24 
16 Magelang 1 2 37 40 40 24 
17 Pati 24 2 22 3 65 23 
18 Pekalongan 16 2 41 29 51 28 
19 Pemalang -7 4 23 39 59 24 
20 Purbalingga -4 2 19 9 65 18 
21 Purworejo 14 3 10 30 57 23 
22 Rembang 15 13 40 23 26 23 
23 Semarang 9 3 17 38 15 17 
24 Sragen 10 2 35 15 73 27 
25 Sukoharjo 32 5 72 17 37 33 
26 Tegal 3 1 32 32 62 26 
27 Temanggung 17 15 24 30 57 29 
28 Wonogiri 14 2 30 12 63 24 
29 Wonosobo 12 3 22 32 61 26 
Sumber: (data diolah, 2016) 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan pemerintah 
kabupaten di Jawa Tengah tahun 2010-2014 dalam rasio pertumbuhan sekitar 20%. 
Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten di Jawa Tengah telah mampu untuk 






Kabupaten yang memiliki tingkat paling rendah yaitu Kabupaten Semarang. 
Hal ini menandakan bahwa kabupaten Semarang tidak mampu memepertahankan 
perekonomiannya dari periode yang sebelumnya. Sedangkan Kabupaten 
Banjarnegara memiliki prosentase tertinggi dalam rasio pertumbuhan. Hal ini 
menggambarkan bahwa kabupaten Banjarnegara telah mampu mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan dapat 
dilihat langsung dari pendapatan asli daerah yang telah dialokasikan pada periode 
sebelumnya kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli darrah tahun ini. 
Kabupaten Semarang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 
dengan prosentase sebesar 38% dan memiliki prosentase terendah pada tahun 2011 
dengan prosentase sebesar 3% saja. Dari tahun 2011 kabupaten mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2014 kabupaten Semarang 
mengalami penurunan hingga 15%, hal ini menandakan kabupaten Semarang dari 
tahun 2013 ke tahun 2014 tidak mampu mempertahankan pendapatan asli daerahnya. 
Kabupaten Banjarnegara memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi jika 
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tingkat pendapatan tertinggi 
terjadi pada tahun 2010 dan terendah terjadi pada tahun 2013. Kabupaten 
Banjarnegara tidak selalu mengalami peningkatan maupun penurunan, karena jika 
dilihat dari setiap tahunnya, prosentase kabupaten Banjarnegara sempat mengalami 
penurunan yang cukup drastis namun kemudian mengalami peningkatan lagi pada 





Kabupaten di wilayah Jawa Tengah mimiliki tingkat pertumbuhan yang 
berbeda-beda. Hal ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan setiap 
pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangannya berbeda-beda. Kabupaten yang 
memiliki tingkat prosentase rendah berarti kurang mampu mengelola keuangan 
daerahnya atau mengalokasikan pendapata yang dimiliki daerahnya masing-masing. 
Sehingga kabupaten tersebut tidak mampu secara maksimal dalam mempertahankan 
pendapatan daerahnya atau mengembangkan potensi daerah yang dimiliki.  
Tabel 4.14 
Rasio Pertumbuhan 














1 Magelang 25 9 44 18 58 31 
2 Pekalongan 47 16 44 25 26 32 
3 Salatiga -3 3 28 36 56 24 
4 Semarang 7 1 49 19 23 20 
5 Surakarta 12 0 28 29 12 16 
6 Tegal 12 2 34 13 37 19 
     Sumber: (data diolah, 2016) 
 Berdasarkan tabel 4.14 telah diketahui bahwa nilai rata-rata rasio 
pertumbuhan pada pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 sebesar 20% 
sampai 30%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kota di Jawa Tengah telah 
mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki sehingga hal tersebut dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah.  
Pemerintah kota Surakarta merupakan pemerintah kota yang memiliki tingkat 





kota Surakarta hanya memiliki prosentase sebesar 16% saja. Sedangkan pemerintah 
kota Pekalongan merupakan pemerintah kota dengan prosentase paling tinggi yaitu 
32%.  
Hal ini menandakan bahwa kota Surakarta kurang mampu mengelola potensi 
yang dimilikinya sehingga pendapatan asli daerahnya tidak mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2015 prosentase yang dimiliki kota 
Surakarta mencapai 29%, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut kota 
Surakarta memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. 
Sementara pada kota Pekalongan justru tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi 
pada tahun 2010 dengan prosentase sebesar 47%. Sempat mengalami penurunan yang 
cukup drastis pada tahun 2011 dengan prosentase hanya sebesar 16% namun 
kemudian meningkat lagi dengan sangat drastis pada tahun 2012 hingga mencapai 
44%. Namun kenaikan yang terjadi pada kota Pekalongan tidak terus mengalami 
kenaikan pertumbuhan karena pada tahun-tahun berikutnya prosentase yang terjadi 
justru menurun. Namun, meskipun begitu rata-rata yang dimiliki kota Pekalongan 









5.1.  Kesimpulan 
Penelitian ini meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah 
kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah tahun 2010-2014 menggunakan 
rasio keuangan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas 
yang terbagi menjadi dua yaitu rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan, 
dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 
menjelaskan setiap rasio keuangan daerah. 
1. Dalam rasio kemandirian untuk tingkat kabupaten se-Jawa Tengah, 
kabupaten Blora memiliki tingkat kemandirian paling rendah karena hanya memiliki 
rata-rata hanya 9% sedangkan kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal berada 
pada tingkat kemandirian paling tinggi dengan prosentase sebesar 18%. Sedangkan 
untuk tingkat kota, kota Pekalongan berada pada posisi terendah dengan prosentase 
sebesar 18% dan kota Tegal berada pada posisi tertinggi dengan prosentase sebesar 
33% 
2. Untuk rasio efektivitas kabupaten se-Jawa Tengah kabupaten Kendal, 
Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonosobo berada pada posisi 
tertinggi karena memiliki rata-rata prosentase sebesar 117%. Hal tersebut berbeda 
dengan kabupaten Tegal yang memiliki prosentase hanya 74%. Sedangkan untuk 
kota di Jawa Tengah kota Surakarta berada pada posisi terendah dengan 
prosentase hanya sebesar 107%, sedangkan kota Magelang memiliki tingkat 
prosentase tertinggi dengan prosentase sebesar 122%. 
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3. Untuk rasio efisiensi tingkat kabupaten di Jawa Tengah kabupaten 
Boyolali dan Kabupaten Rembang memiliki Prosentase terendah dibandingkan 
dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kedua kabupaten ini memiliki prosentase 
yang sama yaitu sebesar 99%. Sedangkan yang paling efisien yaitu kabupaten 
Wonosobo dengan prosentase sebesar 77%. Untuk tingkat kota, kota Pekalongan 
dan kota Tegal memiliki posisi terbawah dengan prosentase sebesar 97%, 
sedangkan kota kota Magelang berada  pada posisi tertinggi dengan prosentase 
80%. 
4. Pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah, kabupaten Banyumas 
memiliki tingkat belanja rutin yang terendah yaitu sebesar 71% sedangkan 
tertinggi pada kabupaten Pati dengan prosentase sebesar 90%. Untuk tingkat kota, 
terendah terjadi pada kota Semarang dengan prosentase sebesar 81%, sedangkan 
tingkat tertinggi pada kota Salatiga dengan prosentase sebesar 87%. Kemudian 
rasio belanja pembangunan, kabupaten Demak berada pada posisi tertinggi dan 
kabupaten Purbalingga pada posisi terbawah. Sedangkan tingkat kota, kota 
Salatiga berada pada posisi tertinggi dan kota Tegal pada posisi terendah. 
5. Pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah, kabupaten Semarang memiliki 
prosentase terendah sedangkan kabupaten Banjarnegara berada pada posisi tertinggi. 
Sedangkan pada tingkat kota, kota Surakarta berada pada posisi terendah dan kota 
Pekalongan berada pada posisi tertinggi.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sampel yang digunakan terbatas pada pemerintahan kabupaten dan 
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pemerintah kota di wilayah Jawa Tengah saja. 
2. Rentan waktu yang digunakan hanya lima tahun sehingga terkesan kurang 
maksimal dalam melakukan penelitian. 
3. Data yang digunakan sebatas data sekunder yang di ambil dari website resmi 
Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) dan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) wilayah Jawa Tengah. 
4. Rasio yang digunakan dalam penelitian tidak mencapkup seluruhnya 
sehingga kurang terkesan lengkap dalam uji kinerja keuangan. 
 
5.3.  Saran 
Setelah mengadakan penelitian di Pemerintah kota atau Kabupaten di 
Jawa Tengah,   maka   berdasarkan   pengamatan   penulis menyampaikan saran-
saran sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktu penelitian. 
3. Data yang di gunakan agar tidak hanya sebatas data sekunder, tapi juga 
dapat menggunakan data primer. 
4. Peneliti selanjutnya dapat melengkapi rasio keuangan yang digunakan 
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